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RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN 

 

Matakuliah: TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAHAN Semester: ………          Kode: …………., sks: 3 (tiga) 
 

Program Studi: ILMU PEMERINTAHAN (S2) 
 

Dosen: Dr. Yuli Setyowati, S.IP, M.Si 
              Dr. Supardal, M.Si 

Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini mengkaji perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, urgensi teknologi informasi pemerintahan, 
proses pengumpulan, pengolahan, pertukaran, dan pemanfaatan informasi dalam setting pemerintahan, termasuk pemahaman world wide web 
melalui internet untuk kepentingan pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi ICT bagi dunia pemerintahan. 

Capaian Pembelajaran:  
1. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar teoritik dan best pratice teknologi informasi pemerintahan pada berbagai pemerintah daerah di 

Indonesia.  
2. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis proses pengumpulan, pengolahan, pertukaran, dan pemanfaatan informasi berbasis 

teknologi dalam setting pemerintahan untuk kepentingan pelayanan publik 
3. Mahaswa mampu berpikir kritis tentang implementasi teknologi informasi pemerintahan untuk Good Governance 

 
Minggu 

ke- 
 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

 

Bahan kajian (materi 
pelajaran) 

 

Bentuk 
pembelajaran 

Waktu 
Belajar 
(menit) 

 

Kriteria Penilaian 
(indikator) 

 

Bobot 
Nilai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 

1 
 
 

Mahasiswa mampu 
beradaptasi dengan dosen 
dan peserta matakuliah yang 
lain 

Perkenalan dan penjelasan  
RPS, pendahuluan materi 

● Ice breaking 
● Kontrak 

belajar 
● Dialog 

3 x 150’ Mahasiswa memahami 
RPS & mampu 
berkomunikasi dengan 
baik 

 

2 Mahasiwa mampu 
menjelaskan urgensi 
teknologi informasi 
pemerintahan  

Urgensi perkembangan 

teknologi informasi dan 

komunikasi 

 

• Ceramah 
• Diskusi  

 

3 x 150’ ● Pemahaman yang 
benar tentang 
urgensi teknologi 
informasi 
pemerintahan 

 



● Kemampuan 
mengungkapkan 
pendapat 

3 
 
 
 

Mahasiwa mampu 
menjelaskan konsep dasar 
teknologi informasi 
pemerintahan  

Dimensi komunikasi dan 
informasi pemerintahan 
 

• Ceramah 
• Diskusi  

 

3 x 150’ ● Kemampuan 
menjelaskan dimensi 
komunikasi dan 
informasi 
pemerintahan 
 

 

4 
 
 
 
 

Mahasiswa mampu 
menjelasakan dan 
menganalisis perkembangan 
dunia akibat perkembangan 
teknologi informasi 

• Perkembangan teknologi 
informasi pemerintahan 

• Masyarakat informasi 
 

● Ceramah 
● Diskusi  

 

3 x 150’ ● Kemampuan berpikir 
kritis tentang 
perkembangan 
teknologi informasi 
pemerintahan 

 

 

5 
 
 

 

Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dan 
menganalisis manfaat dan 
kontribusi teknologi 
informasi pemerintahan 

Manfaat dan kontribusi 
teknologi informasi bagi 
Good Governance 
 

● Presentasi 
● Diskusi 
● Bedah kasus 

3 x 150’ ● Kemampuan analisis 
● Kemampuan 

berkomunikasi 
● Kemampuan 

merespon tanggapan  
 

 

6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan implementasi 
teknologi informasi 
pemerintahan 

Pemberdayaan masyarakat 
dalam implementasi 
teknologi informasi 
pemerintahan 
 

● Presentasi 
● Diskusi 
● Bedah kasus 

3 x 150’ ● Kemampuan analisis 
● Kemampuan 

berkomunikasi 
● Kemampuan 

merespon tanggapan  
 

 

7 UTS 
 

30% 

8 Mahasiswa mampou 
menjelaskan berbagai 
demensi E-government 
dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

Dimensi e-gov di Pemda 
dalam pelayanan publik 

 

● Ceramah 
● Diskusi 

 

3 x 150’ 
 

● Kemampuan 
menjelaskan  

● Kemampuan 
merespon tanggapan  
 

 



9 Mahasiswa memahami 
penggunaan E=gov dan 
terjadinya perubahan 
birokrasi 

E-gov dan dampaknya 
transformasi birokrasi 
 

    

10 Mahasiswa mampu 
memahamin pelaksanaan E-
government di pemerintahan 
daerah 

Pemda danperkembangan  
e-gov dengan 
problematikannya 

 

   
 

 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan partisipasi 
warga masyarakat dalam 
penggunaan E-gov 

Partisipasi warga dan e-gov 
serta keuntungan bagi 
wargta masyarakat 

 

  
 

  

12 Mahasiswa mampu 
memahami kebijakan public 
yang menjadi dasar 
pelaksanaan E-gov 

Kebijakan publik berbasis e-
govyang dan yang menjadi 
landasan pelaksanaan E-gov 

 

  
 

  

13 Mahasiswa mampu 
menjelasakan berbagai 
praktek baik E-government 
di beberapa daera  

Praktik baik  pelayanan 
publik di e-gov di daerah 
best paractice 

 

    

14 UAS 30 
 

Keterangan: 

1. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 

● UTS bobot nilai 30% 

● UAS bobot nilai 30% 

● Presentasi & diskusi bobot nilai 30% 

● Partisipasi & keaktifan bobot nilai 10% 

2. Tiap mahasiswa wajib mengikuti semua proses pembelajaran.  

3. Ketidakikutsertaan mahasiswa pada salah satu atau beberapa proses pembelajaran akan berkonsekuensi pada penilaian.  
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